
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang 
Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4116); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- 

Mengingat 

bahwa untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam 
penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah 
Daerah Kota Cimahi perlu menetapkan Standar Harga 
Satuan Tahun 2020 serta untuk melaksanakan ketentuan 
Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 
Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu 
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga 
Satuan Kota Cimahi Tahun 2020; 

Menimbang 

WALi KOTA CIMAHI, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERATURAN WALi KOTA CIMAHI 
NOMOR TAHUN 2019 

TENT ANG 
STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2020 

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI 
NO MOR ' \· TAHUN 2019 

/ 



Pasal 1 
Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan : 
1. Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah adalah 

harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan 
mempertimbangkan tingkat kemahalan yang berlaku di 
daerah. 

2. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat 
HPS adalah perkiraan harga barang/ jasa yang 
ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. 

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 
tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan 

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, 
dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan 
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas­ 
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

PERATURAN WALi KOTA TENTANG STANDAR HARGA 
SATUAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI 
TAHUN 2020. 

MEMUTUSKAN : 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
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Menetapkan 



Pasal 4 
Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan W ali Kota ini. 

Pasal 3 
Standar Harga Satuan merupakan: 
a. standar biaya dan harga tertinggi yang dapat dibeli 

atau dibayarkan dan sudah termasuk pajak; 
b. pedoman untuk penyusunan APBD Daerah Kota; dan 
c. pedoman untuk menentukan dan menetapkan HPS. 

Pasal 2 
Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah terdiri dari: 
a. Belanja Pegawai; 
b. Belanja Barang dan Jasa; dan 
c. Belanja Modal. 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 

5. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Cimahi yang 

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 
penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah Kota. 

7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga 
perwakilan rakyat Daerah Kota yang berkedudukan 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

8. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi. 
9. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi. 
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Diundangkan di Cimahi 
Pada tanggal 

AJAY MUHAMMAD PRIATNA 

Ttd 

WALI KOTA CIMAHI, 

Ditetapkan di Cimahi 
pada tanggal 30 At:J"'~ tv~ ?O ( 0 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi. 

Pasal 7 
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan. 

Pasal6 
Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf 
c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan W ali Kota ini. 

Pasal 5 
Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 huruf b tercantum dalam Lampiran II yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Wali Kota ini. 
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